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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap lembaga negara
wajib tunduk pada supremasi hukum dan putusan pengadilan. Namun, dalam
praktik ketatanegaraan muncul problematika kepatuhan Mahkamah Konstitusi
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT
yang membatalkan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan
Ketua MK. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah
utama: pertama, bagaimana kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan
PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT; kedua, bagaimana implikasi putusan
tersebut terhadap keabsahan kepemimpinan Ketua MK dalam perspektif hukum
positif dan siyasah dusturiyyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur
hukum tata negara, serta karya akademik terkait figh siyasah. Analisis dilakukan
secara kualitatif dengan menekankan keterkaitan antara teori kepatuhan hukum,
prinsip negara hukum, mekanisme checks and balances, serta konsep siyasah
dusturiyah dalam menilai kepatuhan MK terhadap putusan PTUN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Mahkamah Konstitusi
terhadap Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT bersifat formal tetapi
tidak substantif. MK memang menindaklanjuti putusan dengan menerbitkan
Keputusan Nomor 8 Tahun 2024, namun pelaksanaannya melewati tenggat waktu
60 hari sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan tidak disertai transparansi publik
yang memadai. Implikasi dari kondisi tersebut adalah hilangnya keabsahan
Keputusan MK Nemor 1.7 Tahun. 2023, sehingga kepemimpinan Ketua MK yang
lahir dari keputusan tersebut menjadi tidak sah secara yuridis. Keabsahan baru
muncul setelah ‘diterbitkannya Keputusan Nomor 8 Tahun 2024, namun dalam
perspektif siyasah dustiriyyah legitimasi kepemimpinan tersebut tetap menyisakan
problem etik dan yuridis karena proses pelaksanaannya tidak mencerminkan prinsip
amanah dan keadilan serta menimbulkan persoalan akuntabilitas dan transparansi
publik.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Mahkamah Konstitusi
memperkuat mekanisme kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan
memastikan pelaksanaan tepat waktu dan transparan, sehingga asas kepastian
hukum dan akuntabilitas dapat terjaga. Secara akademis, penelitian ini
merekomendasikan pengembangan kajian lebih lanjut mengenai relasi antar
lembaga peradilan dalam kerangka checks and balances, serta integrasi perspektif
hukum positif dan siyd@sah Islam dalam menilai legitimasi kepemimpinan lembaga
negara.
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